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Abstract
Indonesia is a state of law that upholds of human rights. In the state of law, 
there is a human rights protection by the state including the privacy of rights. It 
is referred judicial review of Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic 
Transactions, of Article 5 Paragraph (2). To protect the privacy of recording 
and wiretapping conducted illegally. The Constitutional Court has been issued 
a ruling of the Constitutional Court No.20/PUU-XVI/2016 which imposes 
limits on how electronic evidence retrieval and also who is allowed to submit 
as an evidence in court.The court ruling was appropriate given the absence of 
norms regulating the procedures for the acquisition and delivery of electronic 
evidence. In a special lex such as criminal acts Corruption, Money Laundering 
and Terrorism Crime and Crime and Electronic Information only governs the 
kinds of electronic evidence alone, as well as the Code of Criminal Law.

Keywords: Evidence of Electronic, the Constitutional Court, Criminal 
       Justice System

Abstrak
Indones�a adalah negara hukum yang menjunjung t�ngg� hak asas� manus�a.Dalam 
negara hukum, ada perl�ndungan hak asas� manus�a oleh negara, termasuk hak 
pr�bad�. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas� dan Transaks� 
Elektron�k, Pasal 5 ayat (2) telah d�ajukan yud�s�al rev�ew pada Mahkamah 
Konst�tus�. Mahkamah Konst�tus� telah mengeluarkan putusan Mahkamah 
Konst�tus� Nomor 20/PUU-XVI/2016, yang member�kan batasan tentang cara 
pengamb�lan alat bukt� elektron�k yang d�perkenankan untuk d�ajukan dalam 
proses pers�dangan. Hal �n�, sudah tepat meng�ngat t�dak adanya norma yang 
mengatur tentang cara perolehan alat bukt� elektron�k dan s�apa yang berhak 
mengajukan alat bukt� elektron�k tersebut ke pengad�lan. Dalam beberapa 
undang-undang khusus pedoman tentang alat bukt� elektron�k hanya mengatur 
mengena� t�ndak p�dana khusus saja sepert� pada T�ndak P�dana Korups�, T�ndak 
P�dana Pencuc�an Uang, T�ndak P�dana Teror�sme dan T�ndak P�dana Informas� 
dan Transaks� Elektron�k. 
Kata kunc�: Alat Bukti Elektronik, Mahkamah Konstitusi, Sistem 
         Preadilan Pidana
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I. PENDAHULUAN
Perkembangan teknolog� 

member�kan kemudahan pada manus�a 
untuk menyelesa�kan pekerjaan menjad� 
leb�h mudah dan leb�h cepat.Sela�n �tu 
perkembangan teknolog� juga membuat 
wawasan semak�n berkembang 
cepat d�karenakan �nformas� yang 
semak�n mudah untuk d�dapatkan.
Namun, perkembangan teknolog� 
juga d��kut� dengan perkembangan 
kejahatan yang semak�n beraneka 
ragam.Berkembangnya kejahatan 
menuntut juga perkembangan hukum 
agar dapat member�kan rasa kead�lan 
bag� masyarakat dan juga para pencar� 
kead�lan.

Rasa kead�lan dapat terpenuh� 
b�la s�stem perad�lan p�dana dapat 
berjalan sebaga�mana mest�nya untuk 
member�kan perl�ndungan terhadap 
hak-hak para pencar� kead�lan. 
Sebaga�mana Negara Indones�a 
adalah negara hukum yang tertuang 
d� dalam konst�tus� negara Indones�a 
yang terdapat pada Undang-Undang 
Dasar Negara Indones�a Tahun 1945 
Pasal 1 ayat (3), “Negara Indones�a 
adalah negara hukum” Dalam negara 
hukum s�stem kenegaraan d�atur 
berdasarkan hukum yang berlaku yang 
berkead�lan dan d�susun dalam suatu 
konst�tus�. Semua akan tunduk pada 
hukum ba�k pemer�ntah maupun yang 
d�per�ntah, seh�ngga semua orang akan 
mendapatkan perlakuan yang sama.

Sepert� pendapat Mun�rFuad�, 
mengena� peranan hukum dalam 
negara hukum sebaga� ber�kut; dalam 

negara hukum d�perlukan pembatasan 
terhadap kekuasaan negara dan pol�t�k 
dengan jelas, yang t�dak dapat d�langgar 
oleh s�apa pun.Dalam negara hukum, 
hukum mem�l�k� peranan yang sangat 
pent�ng dan berada d� atas kekuasaan 
negara dan pol�t�k, kemud�an muncul 
�st�lah pemer�ntah d� bawah hukum 
(government under the law).3 Jul�us 
Sthal mengemukakan, konsep negara 
hukum (rechtstaat) mencakup empat 
elemen: 1. Perl�ndungan hak asas� 
manus�a, 2. Pembag�an kekuasaan, 3. 
Pemer�ntahan berdasarkan undang-
undang, 4. Perad�lan Tata Usaha 
Negara.4

Perl�ndungan hak asas� manus�a 
menempat� pos�s� pertama dalam 
konsep negara hukum (rechtstaat), 
hal �n� menunjukkan betapa hak 
asas� manus�a harus d�utamakan 
d�atas segalanya untuk d�ber�kan 
perl�ndungan oleh negara.Untuk 
member�kan perl�ndungan terhadap 
hak asas� manus�a maka akan 
d�utamakan penegakan hukum untuk 
mengant�s�pas� terhadap perlanggaran 
terhadap hak asas� manus�a. 
Penegakan hukum mem�l�k� tujuan 
untuk mewujudkan suatu kead�lan.
Dengan penegakan hukum maka 
hukum menjad� kenyataan yang d�taat� 
oleh set�ap masyarakat.Tanpa adanya 
penegakan hukum maka hukum hanya 
merupakan rumusan konseptual yang 
3  Mun�rFuady, 2011, Teori Negara Hukum 

Modern Rechtstaat, PT. Ref�ka Ad�tama, 
Bandung, hlm.1.

4  M. Hata Al� dan Amran Suad�, 2014, Sistem 
Pengawasan Badan Peradilan Indonesia, PT. 
Raja Graf�ndo Persada, Jakarta, hlm.57-58.
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t�dak bernyal� dan t�dak mem�l�k� 
kekuatan meng�kat apapun.

Konsep penegakan hukum d�bag� 
menjad� 3 (t�ga) ya�tu:
a. Total Enforcement Concept 

(konsep penegakan hukum yang 
bers�fat total), yang menuntut 
agar semua n�la� yang ada d� 
belakang norma hukum tersebut 
d�tegakkan tanpa terkecual�.

b. Full Enforcement Concept 
(konsep penegakan hukum yang 
bers�fat penuh), yang menyadar� 
bahwa konsep total perlu 
d�batas� dengan hukum acara dan 
sebaga�nya dem� perl�ndungan 
kepent�ngan �nd�v�du.

c. Actual Enforcement Concept 
(konsep penegakan hukum 
aktual), yang muncul setelah 
d�yak�n� adanya d�skres� dalam 
penegakan hukum karena 
keterbatasan-keterbatasan, ba�k 
yang berka�tan dengan sarana 
prasarana, kual�tas sumber daya 
manus�anya, kual�tas perundang-
undangannya dan kurangnya 
part�s�pas� masyarakat.5

Mel�hat konsep penegakan 
hukum d�atas dapat d�ketahu� bahwa 
po�n dar� penegakan hukum adalah 
mel�put� penegakan hukum total yang 
menegakkan semua n�la� yang terdapat 
pada norma hukum tanpa terkecual� 

5  Muhammad Tah�r Azhary, 2004, Negara 
Hukum (Suatu Study tentang Prinsip-
Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, 
Implementasinya Pada Periode Negara 
Madinah dan Masa Kini), Penerb�t Bulan 
B�ntang, Jakarta, hlm. 73-74.

dan pada penegakan hukum yang 
bers�fat penuh ya�tu dar� penegakan 
n�la� yang terdapat pada norma hukum 
perlu adanya pembatasan dengan 
hukum acara yang bertujuan untuk 
perl�ndungan �nd�v�du. Yang terakh�r 
dalam penegakan hukum actual 
d�jelaskan bahwa penegakan hukum 
�n� akan muncul sebaga� d�skres� 
setelah adanya keterbatasan yang ada, 
ba�k prasarana maupun sumber daya 
manus�a serta kual�tas dar� perundang-
undangan yang ada. 

Pelaksanaan konsep penegakan 
hukum d�atas akan terlaksana melalu� 
S�stem Perad�lan P�dana (Criminal 
Justice System) yang akan yang 
d�lakukan melalu� beberapa tahapan 
mula� dar� peny�d�kan, penyel�d�kan 
sampa� dengan perad�lan oleh para 
penegak hukum yang bertujuan untuk 
member�kan perl�ndungan terhadap 
hak-hak para pencar� kead�lan. System 
Perad�lan P�dana yang terpadu atau 
Integrated Justice System merupakan 
�nstrumen hukum p�dana yang sangat 
pent�ng dalam rangka penegakan 
hukum p�dana mater��l.6Dalam rangka 
mencapa� tujuan tersebut mas�ng-
mas�ng para penegak hukum yang 
bertugas sebaga� petugas hukum 
d�antaranya adalah pol�s�, jaksa, dan 
hak�m, yang mesk�pun tugasnya 
berbeda-beda tetap� mereka harus 
bekerja dalam satu kesatuan s�stem.
Art�nya, dalam menjalankan tugasnya 
para petugas hukum tersebut harus 
6  S�d�k Sunaryo, 2004, Sistem Peradilan Pidana, 

Penerb�t Un�vers�tas Muhamad�yah Malang, 
Malang, hlm.1.
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berhubungan secara fungs�onal.Hal �n� 
d�karenakan dalam menjalankan suatu 
perad�lan merupakan suatu s�stem, 
ya�tu dalam satu keseluruhan yang 
terangka� yang terd�r� dar� unsur-unsur 
yang sal�ng terka�t dan terhubung secara 
fungs�onal d�antaranya adalah sebaga� 
penyel�d�k, peny�d�k, penuntut umum 
dan juga sebaga� badan perad�lan.

Herbert L.Packer 
memperkenalkan 2 (dua) model dar� 
system perad�lan p�dana ya�tu Due 
Process Model dan Crime Control 
Model, yang keduanya mem�l�k� c�r�-
c�r� sebaga� ber�kut:
1. The crime control model tends 

to the emphasize this adversary 
aspect of the process. The due 
process  model tends to make it 
central.

2. The value system that underlies 
the crime control model is based 
on the proposition that the 
repression of criminal conduct 
is by far the most important 
funcition to be performed by 
the criminal process. In order 
to achieve this high purpose, 
the criminal models requires 
that primary attention be paid 
to the efficiency with which 
the criminal process operates 
to screen suspects determine 
guilty and secure appropriate 
dispositions of person convicted 
of crime. 

3. The presumption of guilty, as 
it operates in the crime control 
model. Is the operational 

expression of that confidences 
would be a mistake to think of 
the presumption of innocence 
that we are so used to thinking 
of as the polestar of the criminal 
process and that was well shall 
see occupies an important 
position in the due process 
model.

4. If the crime control model 
resembles an assembly line. The 
due process model look very 
much like an obstacles course.7

Packer mel�hat pr�or�tas 
operas�onal�sas� dar� dua s�stem n�la� 
yang berbeda pada due process model 
dan crime control model,  yakn� due 
process model adalah suatu negative 
model dan crime control model ya�tu 
suatu affirmative model. Dengan 
negative model mengajarkan bahwa 
pembatasan atas kekuasaan dan cara 
penggunaan kekuasaan oleh aparat 
penegak hukum sangat perlu. Namun, 
dengan affirmative model eks�stens� 
kekuasaan dan penggunaan kekuasaan 
justru secara maks�mal.8

Tahapan proses perad�lan p�dana 
d� Indones�a adalah berdasarkan 
ketentuan K�tab Undang-Undang 
Hukum Acara P�dana (KUHAP) 
d�mula� dengan penyel�d�kan 
dan peny�d�kan, pra penuntutan, 

7  Herbert L. Packer, 1968, The Limit of 
Criminal Sanction, Stanford Un�vers�ty Press, 
Cal�forn�a, hlm. 157-163.

8  Ruhut M.P. Panggar�buan, 2013, Hukum Acara 
P�dana Surat Resm� Advokat d� Pengad�lan, 
Penerb�t Papas S�nar S�nant�, Jakarta, hlm. 
21. 
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penuntutan, pemer�ksaan d� pengad�lan 
sampa� dengan hukuman d�jatuhkan 
oleh aparatur penegak hukum yang 
berwenang yang fungs�nya mas�ng-
mas�ng sudah d�tentukan dalam Hukum 
Acara P�dana. Hal yang terpent�ng 
yang d�gunakan untuk member�kan 
hukuman pada para pelanggar hukum 
adalah d�perlukan adanya alat bukt�. 
Sebaga�mana Pasal 184 dalam KUHAP 
Ayat (1), “alat bukt� yang sah adalah: 
a. keterangan saks�, b. keterangan ahl�, 
c. surat, d. petunjuk, e. keterangan 
terdakwa.” Jelaslah sudah d�sebutkan 
bahwa ada 5 (l�ma) alat bukt� yang sah 
yang dapat d�gunakan dalam perad�lan 
p�dana. 

Pembukt�an adalah suatu 
usaha untuk menunjukkan benar 
atau salahnya terdakwa dalam s�dang 
pengad�lan.9 The term evidence 
denotes the materials which courts 
will consider in deciding dispute issue 
of fact. The law of evidence, there 
for, refers collectively to the rules 
governing the materials that courts 
will consider in deciding disputed 
factual issue.10Dalam bahasa Inggr�s 
pembukt�an adalah evidence. Evidence 
is any matter of fact which is furnished 
to a legal tribunal, otherwise than any 
reasoning or a reference to what is 
noticed without proof, as the basis of 
inference in ascertaining some other 

9  M. Marwan dan J�mmy P., 2009, Kamus 
Hukum, penerb�t Real�ty Publ�sher, Surabaya, 
hlm.496.

10  Kenneth J. Arenson dan M�rkoBagar�c, 2005, 
Rules of Evidence in Australia Text and Cases, 
Lex�s Nex�sButterwordths, Austral�a, hlm.
xxx�x.

matter of act. 11 Dem�k�an pent�ngnya 
pembukt�an untuk mel�ndung� hak-
hak para pencar� kead�lan dalam 
proses perad�lan p�dana, karena dalam 
pembukt�an akan d�ajukan beberapa 
alat bukt� yang mem�l�k� ka�tan 
dengan per�st�wa yang terjad� dapat 
menunjukkan kebenaran per�st�wa 
p�dana dan juga s�apa pelakunya. 

Untuk mengungkap suatu 
per�st�wa p�dana dalam perad�lan 
p�dana guna menemukan s�apa 
pelaku dan baga�mana per�st�wa �tu 
terjad� maka d�perlukan pembukt�an.
Sebaga� mana kasus p�dana No. Reg. 
Perkara: PDM-0362/ DENPA.KTB/ 
04/ 2016. Kasus p�dana tersebut 
adalah pengeroyokan yang d�lakukan 
oleh 4 (empat) orang pelaku dengan 
satu korban.Korban send�r� t�dak 
dapat mengenal� pelaku.Dan dar� 
beberapa saks� yang d�had�rkan 
dalam pers�dangan d�bawah sumpah 
telah mengaku� bahwa t�dak mel�hat 
kejad�an secara langsung, namun hanya 
mengetahu� kejad�an setelah menonton 
rekaman CCTV yang ada d� tempat 
kejad�an per�st�wa pengeroyokan 
tersebut. Namun dalam CCTV tersebut 
salah satu pelaku mengaku� t�dak 
�kut melakukan pengeroyokan hanya 
berada d�tempat kejad�an tersebut 
karena sedang berkumpul dengan 
teman-temanya sebelum dan saat 
terjad� pengeroyokan. Pada gambar 
CCTV tersebut terdapat adegan atau 
gambar 3 (t�ga) orang pelaku sedang 
11  Bryan  A. Garner, 2009, Black’s Law 

Dictionary, N�nth Ed�t�on, West Publ�sh�ng 
Co, Texas, hlm.635.
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melakukan pengeroyokan. Namun, 
t�dak d�temukan gerakan salah satu 
pelaku tersebut sedang melakukan 
pengeroyokan, d�a hanya terl�hat 
berlar� mel�ntas� korban dalam 
gambar tersebut. Jaksa Penutut Umum 
mengajukan Dakwaan Alternat�f 
ya�tu: Pertama, Terdakwa d�ancam 
p�dana sesua� dengan ketentuan Pasal 
170 ayat (2) ke 1 KUHP; Kedua, 
Terdakwa d�ancam p�dana sesua� 
dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) 
Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP 

T�m kuasa hukum dar� para 
pelaku pun mengajukan nota 
pembelaan (pledo�) atas dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum, dengan No. 16/KLO/
PIDANA/VI/2016, yang pada �nt�nya 
mengajukan keberatan atas alat bukt� 
rekaman CCTV yang d�ajukan karena 
keabsahannya yang t�dak masuk dalam 
Pasal 184 KUHAP,  meng�ngat KUHAP 
t�dak mengatur alat bukt� CCTV dan 
juga t�dak d�serta� keterangan ahl� 
dalam proses pers�dangan. Karena 
kasus pengeroyokan �n� termasuk 
dalam kejahatan konvens�onal bukan 
merupakan t�ndak p�dana khusus 
d�mana telah d�atur mengena� alat 
bukt� elektron�k dalam beberapa t�ndak 
p�dana khusus sepert� t�ndak p�dana 
korups�, t�ndak p�dana teror�sme dan 
juga t�ndak p�dana pencuc�an uang.

Nota pembelaan sudah d�ajukan, 
akan tetap� Jaksa Penuntut Umum 
tetap dengan tuntutan sesua� dengan 
dakwaan. Jaksa Penuntut Umum 
member�kan tuntutan Pasal 351 ayat 
(1), “Pengan�ayaan d�ancam dengan 

p�dana penjara pal�ng lama 2 (dua) 
tahun 8 (delapan) bulan atau p�dana 
denda pal�ng banyak 4.500, - (empat 
r�bu l�ma ratus rup�ah)”.  Jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP,  “Mereka yang 
melakukan, yang menyuruh melakukan, 
dan yang turut serta melakukan 
perbuatan”, pada keempat pelaku 
tersebut dengan tuntutan 1 (satu) tahun 
penjara, dengan alat bukt� 1 (satu) un�t 
flash d�sk yang ber�s� rekaman CCTV 
kejad�an per�st�wa pengeroyokan dan 
3(t�ga) orang saks� d�tambah satu 
saks� korban pengeroyokan tersebut. 
Majel�s Hak�m menjatuhkan von�s 10 
(sepuluh) bulan penjara.

Tata cara pembukt�an 
berpedoman pada Pasal 183 dan 
Pasal 184 KUHAP d�mana t�dak 
menyebutkan alat bukt� elektron�k 
sebaga� alat bukt� yang sah. Alat 
bukt� yang d�atur d� luar KUHAP 
yang menyebutkan bahwa alat bukt� 
elektron�k adalah sah sebaga� alat bukt� 
terdapat pada Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
T�ndak P�dana Korups�, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
T�ndak P�dana Pencuc�an Uang, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Pemberantasan T�ndak 
P�dana Teror�sme, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informas� dan Transaks� Elektron�k.

Alat bukt� yang d�atur d� luar 
KUHAP hanya untuk t�ndak p�dana 
khusus saja atau lex specialist. 
Pasca keluarnya Putusan Mahkamah 
Konst�tus�  No.20/PUU-XVI/2016 
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men�mbulkan pro dan kontra dalam 
penggunaan alat bukt� elektron�k 
sebaga� alat bukt� yang sah d� 
pers�dangan. Putusan Mahkamah 
Konst�tus� tersebut menyatakan 
“alat bukt� d�lakukan dalam rangka 
penegakan hukum atas perm�ntaan 
kepol�s�an, kejaksaan dan/atau 
�nst�tus� penegak hukum la�nnya 
yang d�tetapkan berdasarkan undang-
undang…”. Ada pendapat yang 
menyatakan alat bukt� t�dak sah 
d�gunakan d� pengad�lan karena bukan 
d�lakukan oleh penegak hukum,ada 
juga yang berpendapat tetap sah karena 
adanya undang-undang yang mengatur 
secara lex specialist.

Berdasarkan ura�an pendahuluan 
d� atas telah d�temukan 2 (dua) 
rumusan masalah dalam penel�t�an �n�, 
d�antaranya adalah sebaga� ber�kut: 
Pertama, apakah ada perbedaan 
keabsahan penggunaan alat bukt� 
elektron�k dalam s�stem perad�lan 
p�dana (criminal justice system) yang 
terdapat pada kejahatan konvens�onal 
(conventional crime) dan t�ndak 
kejahatan khusus (extra ordinary 
crime)? Kedua, baga�manakah 
kedudukan alat bukt� elektron�k dalam 
s�stem perad�lan p�dana (criminal 
justice system) pasca Putusan 
Mahkamah Konst�tus� Nomor 20/
PUU-XVI/2016?

Or�s�nal�tas penel�t�an pada 
penul�san �n� adalah bahwa penul�s 
t�dak menemukan kesamaan top�k 
dan permasalahan pada tul�san �n� 
dengan art�kel-art�kel la�n yang sudah 

ada. Namun, ada beberapa kem�r�pan 
dengan art�kel-art�kel la�n yang 
penul�s sampa�kan d� s�n� sebaga� 
bahan referens� saja, d�antaranya 
adalah pertama, art�kel dengan judul, 
“Alat Bukt� Elektron�k Sebaga� Alat 
Bukt� d� Pers�dangan dalam Hukum 
Acara P�dana”, dengan permasalahan, 
yang pertama adalah  mengena� 
“Baga�manakah pert�mbangan hak�m 
mengena� d�gunakannya alat bukt� 
elektron�k d� pers�dangan? Kedua, 
apakah konsekuens� putusan hukum 
dar� hak�m mengena� d�gunakannya alat 
bukt� elektron�k d� pengad�lan?”.12

Art�kel kedua sebaga� bahan 
referens� adalah “Dokumen Elektron�k 
Sebaga� Alat Bukt� Pada pembukt�an 
d� Pengad�lan”, dengan permasalahan 
pertama adalah sebaga� ber�kut, 
“Baga�manakah pr�ns�p pembukt�an 
setelah berlakunya undang-undang 
Informas� dan Transaks� Elektron�k?. 
Kedua, baga�mana keabsahan dan 
kekuatan pembukt�an atas dokumen 
elektron�k sebaga� alat bukt� d� 
pengad�lan setelah berlakunya undang-
undang Informas� dan Transaks� 
Elektron�k?”.13

Art�kel ket�ga sebaga� bahan 
referens� adalah “Legal�tas Personal 
Chat Pada Sos�al Med�a Sebaga� 

12 Jod�. S., dan EdyHerd�anto, Alat Bukti 
Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan 
dalam Hukum AcaraPidana,jurnal.hukum.
uns.ac.�d/�ndex.php/verstek/art�cle/v�ew/703, 
d�akses pada Tahun 2015.

13  Johan Wahyud�, Dokumen elektronik Sebagai 
Alat Bukti Papa Pembuktian di Pengadilan, 
Jurnal Fakultas Hukum Un�vers�tas A�rlangga 
Surabaya, Volume XVII No. 2 Tahun 2012 
Ed�s� Me�. 
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Alat Bukt� d� Pengad�lan”. Dengan 
permasalahan sebaga� ber�kut, 
“Baga�manakah legal�tas personal chat 
pada soc�al med�a sebaga� alat bukt� d� 
muka pengad�lan?”14

Ket�ga art�kel tersebut mem�l�k� 
kesamaan dengan art�kel �n� antara 
la�n sama-sama mengulas mengena� 
bukt� elektron�k sebaga� alat bukt� 
yang d�gunakan d� pers�dangan. 
Namun, ada banyak perbedaan dalam 
penel�t�annya, d�antaranya art�kel 
�n� menel�t� mengena� perbedaan 
keabsahan alat bukt� elektron�k 
yang d�gunakan d� pers�dangan pada 
kejahatan konvens�onal dengan t�ndak 
p�dana khusus yang t�dak d�ulas dalam 
art�kel-art�kel yang d�jad�kan bahan 
referens� d� atas. Perbedaan yang la�n 
pada art�kel �n� dengan art�kel-art�kel 
yang la�n adalah cara perolehan dan 
penyampa�an alat bukt� elektron�k yang 
d�gunakan d� pers�dangan dengan cara 
unlawfull legal evidence yang t�dak 
d�tel�t� pada art�kel-art�kel yang la�n. 

Adapun tujuan d�lakukannya 
penel�t�an �n� antara la�n, adalah: 
Pertama, untuk mengetahu� dan 
memaham� perbedaan keabsahan 
penggunaan alat bukt� elektron�k  dalam 
s�stem perad�lan p�dana (criminal 
justice system) yang terdapat pada 
kejahatan konvens�onal (conventional 
crime) dan t�ndak kejahatan khusus 
(extra ordinary crime). Kedua, untuk 

14  I Putu Kr�snaAdh� dan Made Nurmawat�, 
Legalitas Personal Chat Pada Sosial 
Media Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, 
Fakultas Hukum Un�vers�tas Udayana,ojs.
unud.ac.�d/�ndex.php/kerthaw�cara/art�cle/
v�ew/21305/14077, d�akses pada Tahun 2016.

mengetahu� dan memaham� kedudukan 
alat bukt� elektron�k dalam s�stem 
perad�lan p�dana (criminal justice 
system) pasca Putusan Mahkamah 
Konst�tus� No.20/PUU-XVI/2016.

II. METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� adalah penel�t�an 

hukum normat�f, yang mengkaj� 
tentang asas hukum, s�stemat�ka 
hukum, mengkaj� perband�ngan-
perband�ngan hukum serta sejarah 
hukum.15Penel�t�an hukum normat�f 
mendasarkan pada bahan hukum 
pr�mer dan sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perbedaan keabsahan 

penggunaan alat bukti 
elektronik dalam sistem 
peradilan pidana (criminal 
justice system) yang terdapat 
pada kejahatan konvensional 
(conventional crime) dan 
tindak kejahatan khusus (extra 
ordinary crime).
Berkembangnya teknolog� 

telah d��kut� dengan perkembangan 
kejahatan.Karena kejahatan 
sepert� mem�l�k� moto “amat�, 
t�ru, mod�f�kas�” (ATM). Jad�, b�la 
d�perhat�kan kejahatannya mas�h sama 
ya�tu kejahatan konvens�onal namun 
caranya yang sudah berkembang. 
Untuk �tulah hukum juga harus 
meng�kut� perkembangan teknolog� 
dan masyarakat yang semak�n d�nam�s, 
15  Soerjono S. & Sr� M., 2012, Penelitian Hukum 

Normatif.Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Ke-14, 
PT. raja Graf�ndo, Jakarta, hlm. 14.
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seh�ngga t�dak akan ada suatu kejahatan 
yang akan lolos dar� jerat hukum. Hal 
�n� d�maksudkan untuk member�kan 
perl�ndungan dan rasa kead�lan bag� 
masyarakat khususnya para pencar� 
kead�lan.

Pada per�st�wa pengeroyokan 
yang d�contohkan pada latar belakang 
d�atas ya�tu  kasus p�dana No. Reg. 
Perkara: PDM-0362/ DENPA. KTB/ 
04/ 2016 d�mana pengeroyokan 
yang d�lakukan oleh 4 (empat) orang 
pelaku terhadap 1 (satu) korban.Jaksa 
Penuntut Umum menuntut keempat 
pelaku dengan hukuman 1 (satu) tahun 
penjara, kemud�an Majel�s Hak�m 
memutus dengan 10 (sepuluh) bulan 
penjara leb�h r�ngan dar� tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum.Namun yang menjad� 
masalah adalah salah satu pelaku 
pengeroyokan tersebut mengaku� t�dak 
�kut dalam melakukan pengeroyokan, 
dan t�dak ada satu pun saks� yang 
d�had�rkan oleh Jaksa Penuntut 
Umumyang mel�hat kejad�an secara 
langsung. Saks� hanya menyaks�kan 
rekaman CCTV d� tempat kejad�an,  
dar� rekaman CCTV yang d�tunjukkan 
d� dalam pers�dangan t�dak ada 
adegan yang menunjukkan salah satu 
pelaku tersebut melakukan atau �kut 
melakukan pengeroyokan, dalam 
rekaman CCTV tersebut salah satu 
pelaku tersebut hanya berlar� mel�ntas� 
korban. 

D�perlukan pembukt�an 
dalam perkara �n� d�karenakan hak 
dar� terdakwa harus d�l�ndung�. 
Sebaga�mana Tujuan Hukum Acara 

P�dana yang terdapat pada pedoman 
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara P�dana adalah untuk mencar� 
dan mendapatkan kebenaran mater��l, 
�alah kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dar� suatu perkara p�dana 
dengan menerapkan hukum p�dana 
secara jujur dan tepat, dengan tujuan 
untuk mencar� s�apakah pelaku yang 
dapat d�dakwakan selanjutnya mem�nta 
dan putusan dar� pengad�lan guna 
menentukan apakah terbukt� bahwa 
suatu t�ndak p�dana telah d�lakukan 
dan apakah orang yang d�dakwakan 
�tu dapat d�persalahkan pada tahap 
pers�dangan perkara tersebut.16

Pembukt�an d�lakukan 
sebaga�mana Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehak�man, “T�dak seorang 
pun dapat d�jatuh� p�dana kecual� 
apab�la pengad�lan karena alat bukt� 
yang sah menurut undang-undang, 
mendapat keyak�nan bahwa seorang 
yang d�anggap dapat bertanggung 
jawab, telah bersalah atas perbuatan 
yang d�dakwakan atas d�r�nya”. Untuk 
membukt�kan seseorang bersalah harus 
melalu� proses perad�lan sebaga�mana 
asas equality before the law, set�ap 
orang mem�l�k� hak yang sama d� 
depan hukum.  Jad� sebelum ada von�s 
hak�m maka seorang terdakwa pun 
belum d�anggap bersalah melakukan 
per�st�wa p�dana.Hal �n� sejalan dengan 
due proses of law.Sebaga�mana s�stem 
perad�lan p�dana/criminal justice 

16  And� Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana di 
Indonesia, S�nar graf�ka, Jakarta, hlm.7-8.
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system yang d�perkenalkan oleh 
Herbet L. Packer, dalam Eddy O.S. 
H�ar�ej, yakn� dalam due process 
model terdapat karakter�st�k menolak 
ef�s�ens�, dengan mengutamakan 
kual�tas dan presumption of innocent, 
yang bertujuan untuk mengh�ndar� 
hukuman terhadap orang yang t�dak 
bersalah.17

T�ndak p�dana konvens�onal 
mengacu pada KUHAP mengena� 
pedoman pembukt�an dalam proses 
perad�lan p�dana. Dalam s�stem 
perad�lan p�dana termasuk d� Indones�a 
d�anut negatiefwettelijkbewijstheorie, 
ya�tu dasar pembukt�an menurut 
keyak�nan hak�myang t�mbul dar� 
alat bukt� dalam undang-undang 
secara negat�f.18Pasal 183 KUHAP 
menyebutkan, “Hak�m t�dak boleh 
menjatuhkan p�dana kepada seorang 
kecual� apab�la dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukt� yang sah �a 
memperoleh keyak�nan bahwa suatu 
t�ndak p�dana benar-benar terjad� dan 
bahwa terdakwa lah yang bersalah 
melakukannya”. Kemud�an pada Pasal 
184 KUHAP menyatakan bahwa, “Alat 
bukt� yang sah �alah: a. Keterangan 
Saks�; b. Keterangan Ahl�; c. Surat; d. 
Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa”. 
Sangat jelas sekal� ada 5 (l�ma) 
macam alat bukt� yang sah yang dapat 
d�gunakan dalam proses perad�lan 
yang d� dalamnya t�dak menyebutkan 
CCTV sebaga� alat bukt� yang sah.

17  Eddy O.S. H�ar�ej, 2012, Teori dan Hukum 
Pembuktian, Penerb�t Erlangga, Jakarta, 
hlm.30.

18  Ibid.

Pedoman pembukt�an juga 
terdapat dalam Ketentuan Pasal 5 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informas� dan 
Transaks� elektron�k yang menegaskan 
bawa: “Informas� elektron�k dan/atau 
dokumen elektron�k dan/atau has�l 
cetakannya sebaga�mana d�maksud 
pada ayat sebelumnya, merupakan 
perluasan dar� alat bukt� yang sah sesua� 
dengan hukum acara yang berlaku d� 
Indones�a”. Dengan dem�k�an CCTV 
yang d�pergunakan sebaga� alat bukt� 
pada pers�dangan adalah sah.

Beberapa pedoman mengena� 
alat bukt� juga terdapat pada Undang-
undang Khusus d� luar KUHAP, 
yang member�kan kedudukan sah alat 
bukt� elektron�k pada pers�dangan 
d�antaranya adalah: Pertama, ketentuan 
Pasal 26 a, Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
T�ndak P�dana Korups�, yang 
menyebutkan, “Alat bukt� yang 
d�s�mpan secara elektron�k juga dapat 
d�jad�kan alat bukt� yang sah dalam 
kasus t�ndak p�dana korups�”. 

Kedua, ketentuan Pasal 38 
huruf b, Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang T�ndak P�dana 
Pencuc�an Uang, “Alat bukt� T�ndak 
P�dana Pencuc�an uang berupa: a. alat 
bukt� sebaga�mana d�maksud dalam 
hukum acara p�dana, b. alat bukt� 
berupa �nformas� yang d�ucapkan, 
d�k�r�mkan, d�ter�ma/atau d�s�mpan 
secara elektron�k dengan alat opt�c 
atau yang serupa �tu, dan c. dokumen 
sebaga�mana d�maksud Pasal 1 
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angka 7. Dalam Pasal 1Angka 7 
menyebutkan: “Dokumen adalah data, 
rekaman atau �nformas� yang dapat 
d�l�hat, d�baca, dan/atau d�dengar, 
yang dapat d�keluarkan dengan atau 
tanpa bantuan suatu sarana, ba�k 
yang tertuang d� atas kertas, benda 
f�s�k ataupun sela�n kertas, atau yang 
terekam secara elektron�k termasuk 
tetap� t�dak terbatas pada; a. tul�san, 
surat atau gambar; b. peta, rancangan, 
foto, atau sejen�snya; c. huruf, tanda, 
angka, s�mbol, atau perforas�, yang 
mem�l�k� makna atau dapat d�paham� 
oleh orang yang mampu membaca 
atau memaham�nya”. 

Ket�ga, ketentuan dalam Pasal 
27 huruf b Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Pemberantasan 
T�ndak P�dana Teror�sme, “Alat bukt� 
pemer�ksaan t�ndak p�dana teror�sme 
mel�put�: a. Alat bukt� sebaga�mana 
d�maksud dalam hukum acara p�dana; 
b. Alat bukt� la�n berupa �nformas� 
yang d�ucapkan, d�k�r�m, d�ter�ma, 
atau d�s�mpan secara elektron�k dengan 
alat opt�c atau yang serupa dengan �tu; 
dan c. 1. tul�san, surat atau gambar; 2. 
peta, rancangan, foto, atau sejen�snya; 
3. huruf, tanda, angka, symbol, atau 
perforas�, yang mem�l�k� makna atau 
dapat d�paham� oleh orang yang mampu 
membaca atau memaham�nya”.

Pedoman penggunaan alat bukt� 
elektron�k yang terdapat pada undang-
undang khusus d� luar KUHAP adalah 
untuk t�ndak p�dana khusus dan 
d�gunakan pada kejahatan tertentu 
sepert� t�ndak p�dana korups�, t�ndak 

p�dana pencuc�an uang dan teror�sme 
saja, undang-undang tersebut 
d�gunakan sebaga� lexspecialis 
derogate legigenerali. 

3.2 Kedudukan alat bukti 
elektronik dalam sistem 
peradilan pidana (criminal 
justice system) pasca Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 
20/PUU-XVI/2016.
Terdapat pro dan kontra pasca 

putusan Mahkamah Konst�tus�  No.20/
PUU-XVI/2016 yang menyebutkan 
bahwa alat bukt� d�lakukan dalam 
rangka penegakan hukum atas 
perm�ntaan kepol�s�an, kejaksaan 
dan/atau �nst�tus� penegak hukum 
la�nnya yang d�tetapkan berdasarkan 
undang-undang…”. Beberapa orang 
berpendapat  bahwa alat bukt� elektron�k 
t�dak b�sa lag� d�gunakan dalam proses 
perad�lan  manakala bukan d�amb�l 
oleh kepol�s�an, kejaksaan dan/atau 
�nst�tus� penegak hukum, dan sangat 
menyayangkan putusan Mahkamah 
Konst�tus� tersebut, namun ada 
beberapa orang yang berpendapat 
bahwa alat bukt� elektron�k mas�h 
b�sa d�gunakan berdasarkan undang-
undang khusus yang sudah d� ura�an 
d�atas. 

J�mly Ass�dd��q�e, dalam 
Maruarar, mengura�kan bahwa dalam 
konteks ketatanegaraan, Mahkamah 
Konst�tus� d�konstruks�kan sebaga� 
pengawal konst�tus� yang berfungs� 
menegakkan kead�lan konst�tus�onal 
d� tengah keh�dupan masyarakat.
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Mahkamah Konst�tus� bertugas 
mendorong dan menjam�n agar 
konst�tus� d�hormat� dan d�laksanakan 
oleh semua komponen negara secara 
kons�sten dan bertanggungjawab.D� 
tengah kelemahan s�stem konst�tus� 
yang ada, Mahkamah Konst�tus� 
berperan sebaga� penafs�r agar sp�r�t 
konst�tus� selalu h�dup dan mewarna� 
keberlangsungan bernegara dan 
bermasyarakat.19

Ura�an d�atas d�benarkan 
dengan mel�hat Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konst�tus�, Pasal 10 
ayat (1) menyebutkan, “Mahkamah 
Konst�tus� berwenang mengad�l� pada 
t�ngkat pertama dan terakh�r yang 
putusannya bers�fat f�nal; huruf a. 
“Menguj� undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1945”. 
Mahkamah Konst�tus� berwenang 
mengad�l� perkara konst�tus� dalam 
t�ngkat pertama dan terakh�r yang 
putusannya bers�fat f�nal.Itu berart� 
bahwa putusan Mahkamah Konst�tus� 
langsung memperoleh kekuatan hukum 
tetap sejak d�ucapkan dan t�dak ada 
upaya hukum yang dapat d�tempuh.
Putusan Mahkamah Konst�tus� 
berlaku sebaga� hukum sebaga�mana 
hukum yang d�c�ptakan pembuat 
undang-undang. Hak�m Mahkamah 
Konst�tus� d�katakan sebaga� negative 
legislator yang putusan nya bers�fat 
orgaomnes, yang d�tujukan pada 
19  MaruararS�ahaan, 2015, Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
S�nar Graf�ka, Jakarta,  hlm.8.

semua orang. Kekuatan  meng�kat 
putusan Mahkamah Konst�tus� tersebut 
meng�kat semua orang, lembaga negara 
dan badan hukum dalam w�layah 
Republ�k Indones�a.20

Meng�ngat putusan Mahkamah 
Konst�tus� yang bers�fat f�nal dan 
meng�kat bag� semua orang maka 
perlu memaham� putusan tersebut 
seh�ngga t�dak terjad� mult�tafs�r 
terhadap putusan tersebut. Pada 
putusan Mahkamah Konst�tus� No. 20/
PUU-XVI/2016 tanggal 7 September 
2016, merupakan uj� mater� Pasal 
5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 
huruf b Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Informas� dan 
Transaks� Elektron�k, dan Pasal 26 a 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2011 tentang T�ndak P�dana Korups�, 
khususnyafrasa “Informas� elektron�k 
dan/atau dokumen elektron�k. D�anggap 
melanggar hak pr�bad� pemohon ya�tu 
Pasal 28D ayat (1) ya�tu, hak atas 
jam�nan perl�ndungan d�r� pr�bad� (hak 
pr�vas�) serta hak atas rasa aman dar� 
t�ndakan perekaman yang t�dak sah 
dan sewenang-wenang sebaga�mana 
Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945. 

Amar putusan ya Mahkamah 
Konst�tus� mengabulkan, Frasa 
“�nformas� elektron�k dan/atau 
dokumen elektron�k sebaga� alat bukt� 
d�lakukan dalam rangka penegakan 
hukum atas perm�ntaan kepol�s�an, 
kejaksaan, dan/atau �nst�tus� penegak 

20 Ibid,
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hukum la�nnya yang d�tetapkan 
berdasarkan undang-undang….”. 
Dar� ura�an d�atas penul�s memakna� 
bahwa �nformas� elektron�k dan/atau 
dokumen elektron�k dapat d�ajukan 
sebaga� barang bukt� atas perm�ntaan 
kepol�s�an, kejaksaan, dan/atau �nst�tus� 
penegak hukum la�nnya, adalah adanya 
pembatasan s�apa saja yang boleh 
mengajukan �nformas� elektron�k dan/
atau dokumen elektron�k sebaga� alat 
bukt�, dan t�dak semua orang dapat 
mengajukan �nformas� elektron�k 
dan/atau dokumen elektron�k sebaga� 
alat bukt� b�la t�dak ada perm�ntaan 
dar� kepol�s�an, kejaksaan, dan/atau 
�nst�tus� penegak hukum la�nnya. 

Meng�ngat pengajuan uj� mater� 
tersebut d�karenakan pemohon merasa 
d�rug�kan kepent�ngan pr�bad�nya. 
Seh�ngga Mahkamah Konst�tus� 
member�kan perl�ndungan hak pr�bad� 
seseorang untuk t�dak d�langgar 
sebaga�mana Mahkamah Konst�tus� 
berfungs� antara la�n sebaga� 
“guardian” dar� “constitutional right” 
bag� set�ap warga Negara Republ�k 
Indones�a. Mahkamah Konst�tus� 
juga merupakan badan yud�s�al yang 
bertugas menjaga hak asas� manus�a 
sebaga� bentuk perl�ndungan atas 
hak konst�tus�onal dan hak hukum 
set�ap warga negara. Maka alat bukt� 
elektron�k mas�h dapat d�gunakan 
sepanjang penggunaannya d�ajukan 
atas perm�ntaan para penegak hukum.
Hal �n� sesua� dengan parameter 
pembukt�an ya�tu bevijsvoering.

Bevijsvoering, d�art�kan 
sebaga�mana menyampa�kan alat-alat 

bukt� kepada hak�m d� pengad�lan.
Bag� negara-negara yang cenderung 
menggunakan due process model 
dalam s�stem perad�lan p�dananya, 
per�hal bevijsvoerin�n� cukup mendapat 
perhat�an. Dalam due process model 
negara beg�tu menjunjung t�ngg� hak 
asas� manus�a (hak-hak tersangka) 
seh�ngga acapkal� seorang tersangka 
d�bebaskan oleh pengad�lan dalam 
pemer�ksaan pra perad�lan lantaran alat 
bukt� d�peroleh dengan cara yang t�dak 
sah atau yang d�sebut dengan �st�lah 
unlawfull legalevidence.21Herbert 
L. Packer, dalam L�l�k Mulyad�, 
menyatakan bahwa suatu bukt� illegal 
acquired evidence (perolehan bukt� 
secara t�dak sah) t�dak patut d�jad�kan 
sebaga� alat bukt� d� pers�dangan.22

Pembukt�an d�l�hat dar� 
perspekt�f hukum acara p�dana, yakn� 
ketentuan yang membatas� s�dang 
pengad�lan dalam usaha mencar� 
dan mempertahankan kebenaran, 
ba�k oleh hak�m, penuntut umum, 
terdakwa maupun penas�hat hukum, 
semuanya ter�kat pada ketentuan dan 
tatacara, serta pen�la�an alat bukt� yang 
d�tentukan oleh undang-undang. T�dak 
d�benarkan untuk melakukan t�ndakan 
yang leluasa send�r� dalam men�la� alat 
bukt� dan t�dak boleh bertentangan 
dengan undang-undang.Terdakwa 
t�dak boleh mempertahankan sesuatu 
yang d�anggap benar d� luar ketentuan 
yang d�tentukan oleh undang-undang.23 
21  Eddy O.S. H�ar�ej, Op Cit, hlm.20.
22  L�l�kMulyad�, 2007, Pembalikan Beban 

Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumn�, 
Bandung, hlm.84.

23  Eddy O.S. H�ar�ej, Op Cit, hlm. 8.

Vol. 5, No. 4 : 677 - 693



690

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

Seh�ngga pembukt�an perlu d�lakukan 
untuk mengh�ndar� s�stem perad�lan 
p�dana/criminal justice system dengan 
menggunakan crime control model, 
ya�tu yang mem�l�k� karakter�st�k 
ef�s�ens�,  mengutamakan kecepatan 
dan presumption of guilty seh�ngga 
t�ngkah laku kr�m�nal harus segera 
d�t�ndak dan s� tersangka d�b�arkan 
sampa� d�a send�r� melakukan 
perlawanan. Model �n� d� �baratkan 
sepert� sebuah bola yang sedang 
d�gel�nd�ng dan tanpa penghalang.24

Ka�tannya dengan pembukt�an, 
due process of law mem�l�k� hubungan 
erat dengan masalah bewijsvoering, 
ya�tu cara memperoleh, mengumpulkan 
dan menyampa�kan bukt� sampa� ke 
pengad�lan. T�dak jarang hal-hal yang 
bers�fat formal�st�k mengesamp�ngkan 
kebenaran mater��l.D� negara yang 
menjunjung t�ngg� due process of law, 
dalam hukum acaranya perl�ndungan 
dar� �nd�v�du dar� t�ndakan sewenang-
wenang aparat negara mendapat 
perhat�an khusus.25

T�ndakan untuk memperoleh 
barang bukt� dengan cara yang 
melanggar hukum merupakan bentuk 
dar� penyesatan s�stem perad�lan 
p�dana. D� Indones�a belum ada norma 
yang mengatur tentang cara untuk 
mendapatkan dan menghad�rkan alat 
bukt� dalam proses perad�lan p�dana, 
seh�ngga keputusan Mahkamah 
Konst�tus� No.20/PUU-XVI/2016 
sudah sangat tepat, dalam hal �n� 
bukan alat bukt� elektron�k yang 
24  Ibid, 
25  Ibid, 

t�dak boleh d�ajukan dalam proses 
perad�lan b�la t�dak d�amb�l oleh 
para penegak hukum, namun cara 
perolehan dan pengajuannya yang 
t�dak d�perbolehkan sebaga� alat bukt�,  
b�la alat bukt� elektron�k tersebut t�dak 
d�ajukan oleh para penegak hukum 
untuk penegakan hukum dalam proses 
perad�lan p�dana. Seh�ngga adanya 
pembatasan mengena� baga�mana 
alat bukt� elektron�k d�peroleh dan 
bag� s�apa yang boleh mengajukan 
alat bukt� elektron�k sebaga� alat 
bukt� pada proses perad�lan p�dana.  
Tujuannya adalah untuk mel�ndung� 
privacy seseorang warga negara 
sebaga�mana hak asas� yang d�l�ndung� 
oleh konst�tus�. B�la perolehan alat 
bukt� elektron�k tersebut melanggar 
hak asas� dan pr�vas� seseorang hal �n� 
t�dak d�benarkan karena merupakan 
unlawfull legalevidence. Dengan 
dem�k�an akan tercapa� apa yang 
d�kemukakan oleh Jeremy Bentham, 
the greatest happiness for the greatest 
number of people, kebahag�aan yang 
terbesar harus untuk jumlah rakyat 
yang terbesar. Dem�k�anlah konst�tus� 
mel�ndung hak-hak dar� masyarakat.

Tujuan hukum dan wujud 
kead�lan menurut Jeremy Bentham 
adalah untuk mewujudkan the 
greatest happiness for the greatest 
number of people, kebahag�aan yang 
sebesar-besarnya untuk sebanyak-
banyaknya orang. Tujuan perundang-
undangan menurutnya adalah untuk 
menghas�lkan kebahag�aan bag� 
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masyarakat.26Bag�nya, keba�kan adalah 
kebahag�aan dan kejahatan adalah 
kesusahan.Ada keterka�tan yang erat 
antara keba�kan dan kejahatan dan 
kesusahan. Tugas hukum adalah 
memel�hara keba�kan dan mencegah 
kejahatan.Tegasnya memel�hara 
kegunaan.27

Kegunaan merupakan 
kemanfaatan yang terdapat pada teor� 
ut�l�t�ar�an�sme yang d�kembangkan 
oleh Jeremy Bentham dan mur�dnya, 
John stuard M�ll. Teor� �n� d�sebut juga 
dengan the greatest happiness theory.
Menurut teor� �n� suatu perbuatan 
adalah ba�k j�ka membawa manfaat, 
tap� manfaat tersebut harus menyangkut 
bukan hanya satu atau dua orang 
mela�nkan masyarakat sebaga� keselu
ruhan.28Ut�l�t�ar�an�sme adalah al�ran 
yang meletakan kemanfaatan sebaga� 
tujuan utama hukum.Kemanfaatan 
d�art�kan sebaga� kebahag�aan.Jad� 
ba�k buruk atau ad�l t�daknya suatu 
hukum, bergantung kepada apakah 
hukum �tu member�kan kebahag�aan 
kepada manus�a atau t�dak.29 
Dem�k�anlah suatu undang-undang 
d�buat harus member�kan manfaat 
untuk kebahag�aan masyarakat dan 
t�dak merug�kan sebaga�mana apab�la 
suatu perundang-undangan melanggar 

26  Teguh Prasetyo dan Abdul Hal�m Barkatullah, 
2014, Fisafat, Teori, dan Ilmu Hukum, PT 
Raja Graf�ndo Persada, Jakarta, hlm.112.

27  Sukarno aburaera, dkk, 2014, Filsafat Hukum 
Teori dan Praktik, Kencana Prenada Group, 
Jakarta, hlm.112.

28  Za�nalAs�k�n, 2013, Mengenal F�lsafat Hukum, 
Pustaka Reka C�pta, Bandung, hlm.117.

29  Darj� Darmod�harjo dan Sh�dartha, 2006, 
Pokok-Pokok F�lsafat Hukum, Perb�t PT 
Gramed�a, Jakarta, hlm.117.

hak asas� maka sudah sepatutnya 
d�ajukan untuk d�lakukan judicial 
review terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republ�k Indones�a 
Tahun 1945 sebaga�mana has�l dar� 
putusan Mahkamah Konst�tus� No.20/
PUU-XVI/2016, yang member�kan 
perl�ndungan pada privacy �nd�v�du 
dar� perekaman atau penyadapan l�ar, 
seh�ngga d�ber�kan pembatasan cara 
memperoleh dan pengajuan alat bukt� 
elektron�k dalam proses pers�dangan, 
hal �n� sesua� dengan due process of 
law. 

IV.  KESIMPULAN
Setelah mengura�kan 

pendahuluan kemud�an menemukan 
permasalahan dan juga melalu� 
pembahasan d�atas, sampa�lah penul�s 
pada kes�mpulan, ya�tu:
1. Ada perbedaan keabsahan 

penggunaan alat bukt� elektron�k 
dalam s�stem perad�lan p�dana 
(criminal justice system) 
yang terdapat pada kejahatan 
konvens�onal (conventional 
crime) dan t�ndak kejahatan 
khusus (extra ordinary crime). 
Dalam kejahatan konvens�onal 
KUHAP t�dak mengatur 
mengena� alat bukt� elektron�k 
sebaga�mana yang terdapat 
pada undang-undang khusus 
sepert� T�ndak P�dana Korups�, 
T�ndak P�dana Pencuc�an Uang 
dan T�ndak P�dana Teror�sme. 
Untuk saat �n� pada kejahatan 
konvens�onal yang d�gunakan 
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landasan yur�d�s adalah Undang-
undang Informas� dan Transaks� 
elektron�k.

2. Kedudukan alat bukt� elektron�k 
dalam s�stem perad�lan p�dana 
(criminal justice system) pasca 
Putusan Mahkamah Konst�tus� 
No. 20/PUU-XVI/2016 adalah 
bahwa alat bukt� elektron�k 
mas�h b�sa d�gunakan dalam 
perad�lan p�dana hanya saja 
ada pembatasan mengena� cara 
perolehan dan pengajuannya 
sebaga� alat bukt� elektron�k 
pada proses pers�dangan. 
Pengaturan mengena� 
batasan dalam pengajuan dan 
caramemperolehan alat bukt� 
elektron�k sudah sangat tepat 
untuk mengh�ndar� perekaman 
gambar dan penyadapan suara 
secara l�ar dan juga unlawfull 
legal evidence, yang bertujuan 
untuk mel�ndung� pr�vas� 
masyarakat. 
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